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Bahinsa & Bhahinkamtibma
Terlibat Dalam Koordinasi Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak)
Bimo Wijayanto menegaskan, pelibatan
Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan
Bhayanigkara embing Kaauanah dan
an Masyarakat (Bhabinkam-
u;:ma;)da!am kebijakan perpajakan
Ranysebiatasmandulisneg koaudinad
dan iaan informasi. Keduanya
Sidak e

menolak kebijakan DJP yang membuka
ruang pelibatan Babinsa TNI dalam
pengawasan kepatuhan waijib paj
melalui pembangunan jejaring informasi
hingga tingkat desa/kelurahan.

etua Yayasan Lembaga Bantuan Hu-
kum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menilai
kSEljkan sireabiad birhahayn Lajsna b

bata:

pemeriksaan maupun pemungutan pajak.
Bimo menjelaskan, ketentuan tersebut
tertuang dalam surat edaran (SE) yang
ditujukan untuk internal Direktorat Jen-
deral Pajak (DJP). Menurutnya, kebijakan
tersebut tidak perlu diperdebatkan

bolensl
ol clon milinr, mempeshunn fungei penge-
wasan negara terhadap warga tanpa dasar
hukum yang memadai, serta

jelas, prosedur yang terukur, mekanisme
keberatan, serta pengawasan eksternal.
Pelibatan Babinsa dalam

masi terkait penghasilan, aset, kegiatan
usaha, transaksi, dan kondisi ekonomi

lan informasi perpajakan dinilai berpo-

data sensitif yang
penggunaannya harus dibatasi untuk

tensi
sukarela menjadi pendekatan keamanan.

Secara hukum, Koalisi menilai pelibatan
Babinsa tidak sejalan dengan mandat TNI
sebagai alat negara di bidang pertahanan.
Undang-Undang TNI menempatkan tugas

pentingan perpaj ng sah,

dengan akses, pencatatan, dan pertang-

gungjawaban yang jelas.
Pelibatan jejarin

Ikut

prosedur,
edukasi publik, keadilan dalam sistem
perpajakan, penindakan terhadap peng-
hindaran dan penggelapan pajak skala
besar, serta penguatan pengawasan
penggunaan data oleh DJP.

Koalisi menegaskan. pajak merupakan

g apas
yang berada di luay straktur DIP, menu-
rut Kuah i dapat iko

i uk membia-
yai kesejahteraan pubik. Karena .
n dan harus

pokok TNI pada
negara, keutuhan

potensi intimidasi dalam hubungan antara
masyarakat dan otoritas pajak.
Menurut Koalisi, pengawasan dan

karena hanya mengatur koor-
dinasi antara DJP dan berbagai pemang-
ku kepentingan di daerah.

“Jadi tidak perlu i

P gutan pajak fungsi ad-
ministrasi Pemerintahan sipil harus
dijalankan berdasarkan prinsip legalitas,

dan tidak
perlu digoreng-goreng. Kehadiran Babin
sa dan Bhabinkamtibmas hanya untuk
koordinasi informasi,” kata Bime dalam
konferensi pers APBN Kita di

gan data, dan pe-
layanan publik.Dalam sistem perpajakan
berbasis self-assessment, negara me-
mang memi ewenangan melakukan

an Keuangan, Selasa (21/7/2026).
Namun, penjelasan tersebut tidak

meredakan kritik dari Koalisi Masyarakat

Sipil Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi

dan penegakan hukum. Namun, seluruh
kewenangan tersebut harus dijalankan

oleh otoritas pajak dan aparat penegak
hukum sipil yang memiliki mandat yang

DAVE LAKSONO, wakil Ketua Komisi | DPR Rl

Positif Buat Tingkatkan

Kepatuhan Pajak
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Pemerintah perlu terus
memberikan penjelasan
yang utuh mengenai
wjuan dan mekanisme
palaksanaannya agar
tidak menimbulkan
kesalahpahaman di
tengah masyarakat.

yah, dan melindung bangsa dari
ancaman terhadap negara. §

itu, tugas Operasi Militer Selain Perang
(OMSP) dibatasi pada jenis tugas tertentu

data,
mast, sligmatisas serta tekanan so;lai
terhadap warga.
Di tingkat desa, Koalisi menilai
kehadiran Babinsa dalam urusan perpa-
jakan berpotensi menciptakan persepsi

dan harus
kebijakan serta keputusan politik negara.
Menurut Koalisi, pengawasan kepatuh-
an pajak, pendataan aktivitas ekonomi
warga, maupun pemetaan potensi wajib
pajak bukan merupakan fungsi pertah-
anan dan tidak dapat diperluas hanya
melalui surat edaran administratif,
Koalisi juga menyoroti risiko pe-

bahwa diawasi sebagai

objek keamanan, bukan sebagai warga
negara yang memiliki hak dan kewajiban
tersebut dinilai

mati hak wargn negara, serta Lt
pada prinsip negara hukum.

Wakil Ketua Komisi | DPR, Dave Lak
sono, menilai kebijakan tersebut positif
untuk meningkatkan kepatuhan masya-
rakat terhadap kewajiban perpajakan.

Sementara itu, mantan Pimpinan Komisi
1 DPR, Syaifullah Tamliha menegaskan,
tugas dan fungsi Babinsa bukan untuk

refor-
masi THI, prinsip sipil, serta

pajak,

upaya membangun kepercayaan publik
terhadap administrasi perpajakan
Koalisi menegaskan bahwa peningkat.

langgaran terhacap prinsi
wajib pajak dan hak atas privasi. Infor-

pajak ya dilaku-
Kan melalu perbatkan Iayanan pajk.

. “TNI tetap
fokils patin fiing™d Farcaharan” Wamys,

Untuk mengetahui lebih jelas pandang-
an Dave Laksono dan Syaifullah Tamliha
terkait keterfibatan Babinsa dalam kebijak-
an perpajakan, berikut wawancaranya.

SYAIFULLAH TAMLIHA, Mantan Pimpinan Komisi | DPR

Sebaiknya TNI Fokus

Pada Fungsi Pertahanan
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Apabila TNI dan Polri
diperintahkan mengawasi
kepatuhian wajib pajak,
dikihawatirkan kedua
institusi tersebut akan
berbenturan langsung
dengan masyarakat,
Kkihusus mya di pedesaan.

o st

Pelibatan Babinsa dan Bhabin-
kamtibmas dalam pengawasan ke-
patuhan wajib pajak. Bagaimana
pandangan Anda?

Kami memandang bahwa upaya
Pemeriniah untuk meningkatkan

ang positif karena pajak
menjadi salah satu sumber utama
pembizyaan pembanguran

ng terpenting. pelaksanaannya
dilabgan dengan pendekatan yang
tepat. sehingga mampu meml
kesadaran masyarakat sekaligus men.
Jaga kepercayaan publik

Apakah pelibatan ini tidak me-
nyalahi aturan?

Dari perspektif Komisi [ DPR RL
perhatian kami berada pada pelibatan
Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam
mendukung kebijakan tersebut
Kebijakan ol pertu dipahami sebagat
bentuk sinergl antarinstansi

Selama ini. keduanya memiliki
peran yang dekat dengan

melalui fungsi pembinaan, pendam

ingan. dan pengayoman. Karena
itu. apabila pelibatannya ditujukan
untuk membantu sosialisasi dan edu
kas. mengenai pentingnya kepatuhan
pajak. maka peran tersebut dapat
SRt e el ki) aftk
Pemerintah dan n

terhadap kebijakan ini. Dalam negara
emokrasi. perbedaan pandangan
merupakan hal yang wajar.

na pendapat Anda me-

ngenai pelibatan Babinsa dalam
awasan kepatuhan pajak?

Pelibatan TNI dalam pengawasan

kan kepada publik?
Karena iu. Pemerintah perlu terus
memberikan penjelasan yang utuh

yang cnt
hatus bersifat persuasif dan Pduknhr

Kehadiran Babinsa dan

tujuan dan mekanisme
ppl'lksaua:annya agar tidak menim

mas bukan untuk memberikan tekanan
kepada masyarakar. melainkan untuk
mengajak warga memahamt bafwa
membayar pajak merupakan bagian
dart tanggung Jawsh i \\:zrga ne
gara sekaligus bentuk partsipast dalam
mendukung pembangunan. Dengan

bulka di tengah
Ay Aol

Lalu, apa saran dan solusi dari
7
akhirnya. vang diperlukan

adalah koordinasi dan komuonikasi
vang baik antarinstansi. disertai pe

pendekatan sepert nd kesadaran masya nyampaian informasi yang terbuka
kepada

Dm,u\d.mmkzan. tujuan meningkat

yak pihak yang dapar tercapai

a respons Anda
terhadap kritik tersebut?
Kami Jiigd imemishamiiatanya
dar

kepercayaan publik tetap terjaga. dan

setiap institust dapat menjalankan tugas

nya secara profesional sesual fungsi dan
w

herbagai

ssing masing. mREN

pajak harus didasarkan
pada keputusan bersama antara Pre
siden dan DPR karena tugas urama
TNI adalah ungsi per

pembangunan.

Pemeriniah juga telah menambah
lima batalyon di Papua sejak 2024
Kehadican militer di wilayah tersebut
penting untuk menjaga stabilitas,
yang pada akhiroya turat mendu
Kiing pecerimaan Ragara saet saitor

tahanan negara.

erti Freeport dan
tambang Jamu\,a vang setiap tahun

Selain ita, p
sus snerapet e pessctapuan B bt
dan Komisi | DPR yang membidangi
pertahanan dalam kerangka Operasi
Militer Selain Perang (OMSP).

Menurut Anda, apakah pelibatan
Babinsa ini akan mengganggu sis-
tem vang ada?

Sehalknya TNI tetap fokus pada

vang paling rawan bagi keutuhan
NKRI adalah isu Papua di tingkat
internasional_Akan lebih baik apabila
TNI diarahkan untuk bersama-sama
membangun Papua bersama masya
rakat guna mengurangi ketimpangan

penerimaan hingga
ratusan teiliun rupial

Apabila Papua menghadapi ancam
an terhadap keutuhan NKRI. Indone
sia berpotensi kehilangan penerimaan
negara sekitar Rp35.0 teiliun per tahun
Dana sebesar itu sangat

twran langsung dengan masyarakar

Khususnya di pedesaan. Padahal, ugas
TNI dan Polri sehagai alat negara. bu

kan alat kekuasaan, adalah melindungi
segenap rakyat Indonesia

Kalau nya hanya untuk men.
dukung koordinasi dan penyediaan
informasi, bagaimana menurut Anda?
Fungsi utama mereka sesungguh
nya adalah sebagat bagian dart sistem
intelijen negara di pedesaan. misalnya
untuk mendeteksi potensi ancaman
seperti terorisme. bukan mengurus
Pajak Bumi dan Bangunan (FEE)
Saya juga ber) bahw:

antara lain untuk membiayai subsidi
pupuk bagi petani dan berbagai k
butuhan masyarakat lainny:

Apa dampaknya jika Babinsa di-
arahkan untuk pengawasan pajak?

Apabila TNI dan Polri diperintahkan
menjalankan OMSF untuk mengawast
Kepatuhan wajib pajak. dikhawatirkan
kedua institusi tersebut akan berben

dah saatnya sistem Pajak Bumi dan
Bangunan dicvaluasi schingga cukup
dibayarkan satu kali seumur hidup.

Apa yang Anda khawatirkan?

Saya khawatic apabila pantinya
masyarakal merasa seolah olah “di
jajah”. sementara saat inl masih ba
‘nyak rakyat yang hidup dalam kondisi
miskin. mREN
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